


5. Nama

Jabatan

Alamat Kantor

Rusman, S.Pd.l 

Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas 

Jalan Maluku No. 8 

nomor telepon kantor -

email bawaslukapuas@gmail.com 

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas 

berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini 

memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 164/PHPU.BUP-XXlll/2025 

yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas 

Nomor Urut 04 sebagai berikut: 

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perhitungan perolehan 

suara pemilukada Kapuas yang benar dan adil menurut pemohon 

(huruf D.1 angka 5-7 halaman 8-9 ). Terhadap dalil Pemohon tersebut, 

berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kapuas: 

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok

Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak

terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan

permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan

yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas telah menyampaikan surat

lmbauan Nomor: 467/PM.00.02/K.KH-05/11/2024 tanggal 24

November 2024 Perihal lmbauan Pemungutan dan Penghitungan

Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, yang pada

pokoknya mengimbau agar KPU Kabupaten Kapuas

melaksanakan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara

sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan [vide Bukti

PK.24.14-1];

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten

Kapuas sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

(Formulir Model A) Nomor: 133/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 5

Desember 2024, yang pada pokoknya, Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tingkat

Kabupaten Kapuas sesuai dengan model D-Hasil KABKO-KWK-

2 



Bupati/Walikota yang diterima Bawaslu Kabupaten Kapuas pada 

tanggal 5 Desember 2024 adalah sebagai berikut: [vide Bukti 

PK.24.14-2]. 

No 

Urut 

1 

2 

3 

4 

5 

TABEL: DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS 

Nama Pasangan Calon Jumlah Suara 

H. Muhammad Wiyatno, SP - Dodo, SP 53.367 

Dr. H. Pangeran Syarif Abdurrahman 

Bahasyim, M.M. Habib Banua - Tommy 8.559 

Saputra, S.Pd 

Muhammad Alfian Mawardi, S.H -
45.236 

Hj. Agati Sulie Mahyudin 

Erlin Hardi, S.T - Alberkat Yadi, S.H 47.763 

Dealdo Dwirendragraha Bahat -
24.113 

H. Parij lsmeth Rinjani, S.H

TOTAL 179.038 

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara 

Pasion 1 di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat 

diduga kuat berasal dari praktik politik uang (money politics) 

(huruf D.2 angka 9-22 halaman 9-20, huruf D.7 angka 57 halaman 

32). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan 

Bawaslu Kabupaten Kapuas: 

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok

Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor:

02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/Xll/2024 [vide Bukti PK.24.14-3].

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kapuas

menyusun kajian dugaan dan mengeluarkan pemberitahuan

status laporan nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/Xll/2024

(Formulir Model A.17), tanggal 7 Desember 2024 yang pada

pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak

memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan [vide Bukti

PK.24.14-4];
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2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor:

03/Reg/LP/PB/Kab/21.06/Xll/2024 [vide Bukti PK.24.14-5].

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kapuas

menyusun kajian dugaan dan mengeluarkan pemberitahuan

status laporan nomor: 03/Reg/LP /PB/Kab/21.06/XI 1/2024

(Formulir Model A.17), tanggal 12 Desember 2024 yang pada

pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak

memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan [vide Bukti

PK.24.14-6].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan

yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas menerima laporan

dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan

Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/Xll/2024, yang pada

pokoknya, melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana

Pemilihan perbuatan memberikan uang untuk memilih salah

satu pasangan calon. [vide Bukti PK.24.14-3]

1.1. Bawaslu Kabupaten Kapuas melakukan Kajian Awai

Nomor: 04/PL/PB/Kab/21.06/Xl/2024 tanggal 1 

Desember 2024, yang pada pokoknya laporan 

memenuhi syarat formal dan materiel, serta diregistrasi 

dengan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/Xll/2024 

tanggal 1 Desember 2024 [vide Bukti PK.24.14-7]; 

1.2. Bawaslu Kabupaten Kapuas Bersama Sentra Gakkumdu 

Kabupaten Kapuas melakukan Pembahasan Pertama 

Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/Xll/2024 yang 

pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Kapuas, Kepolisian 

Resor Kapuas, dan Kejaksaan Negeri Kapuas sepakat 

Laporan memenuhi syarat formal dan materiel [vide 

Bukti PK.24.14-8]; 

1.3. Bawaslu Kabupaten Kapuas menyusun Kajian Dugaan 

Pelanggaran Pemilihan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/ 

21.06/Xll/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada 

pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak 

memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan [vide Bukti 

PK.24.14-9]; 
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Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon 

mengurangi partisipasi pemilih karena tidak menunda 

pemungutan suara akibat bencana banjir (huruf D.3 angka 26 

halaman 22, huruf D.7 angka 60 halaman 33-34). Terhadap dalil 

Kapuas: 

A.Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok

Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo,

tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan

dan permohonan sengketa Pemilihan.

B.Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan

yang Dimohonkan

1.Bahwa Bawaslu Kabupaten telah menyampaikan Surat

lmbauan Nomor: 467/PM.00.02/K.KH-05/11/2024 tanggal 24

November 2024 Perihal lmbauan Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Oaerah Tahun

2024, yang pada pokoknya mengimbau agar KPU Kabupaten

Kapuas melaksanakan proses Pemungutan dan Penghitungan

Suara sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang

undangan [vide Bukti PK.24.14-1];

2.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas

Kelurahan/Oesa (PKO) Oesa Bajuh Kecamatan Kapuas

Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

Pengawasan (Formulir Model A) pada tanggal 27 November

2024, yang pada pokoknya menyampaikan lokasi awal yang

direncanakan sebagai titik TPS 02 Oesa Bajuh Kecamatan

Kapuas Tengah tergenang banjir, akan tetapi sudah direlokasi

1 hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara (pada tanggal

26 November 2024) ke tempat yang tidak tergenang banjir

setelah berkoordinasi dengan PPS dan PPK [vide Bukti

PK.24.14-18];

3.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas

Oesa/Kelurahan (PKO) Oesa Lapetan Kecamatan Mantangai

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

(Formulir Model A) pada tanggal 24 November 2024, yang

pada pokoknya menyampaikan lokasi awal yang direncanakan
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Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu 

Kabupaten Kapuas: 

A.Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok

Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo,

tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan

dan permohonan sengketa Pemilihan.

B.Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan

yang Dimohonkan

1.Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas telah menyampaikan

Surat lmbauan Nomor: 467/PM.00.02/K.KH-05/11/2024

tanggal 24 November 2024 Perihal lmbauan Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun

2024, yang pada pokoknya mengimbau agar KPU Kabupaten

Kapuas melaksanakan proses Pemungutan dan Penghitungan

Suara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

[vide Bukti PK.24.14-1].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon diduga 

keras berpihak dan secara sistematis memenangkan paslon 1 

melalui penetapan paslon 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati 

terpilih Kabupaten Kapuas Periode 2024-2029 (huruf D.5 angka 

46 dan 50 halaman 29 dan 30, huruf D.5 angka 52 halaman 31 ). 

Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu 

Kabupaten Kapuas: 

A.Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok

Permohonan

1.Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas menemukan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan Nomor:

04/Reg/TM/PB/Kab/21.06/Xll/2024. [vide Bukti PK.24.14-27]

Bawaslu Kabupaten Kapuas mengeluarkan Rekomendasi

Nomor: 481/PP.01 .02/K.KH-05/12/2024 tanggal 20 Desember

2024, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Kapuas

untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 1748 Tahun

2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang T entang Penetapan

Pasangan Galon Bupati dan dan Wakil Bupati Terpilih

Kabupaten Kapuas Tahun 2024. [vide Bukti PK.24.14-28]
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Bawaslu Kabupaten Kapuas mengawasi pelaksanaan 

tindaklanjut oleh instansi yang berwenang, dan telah 

ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kapuas dengan 

menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1749 Tahun 2024 

tanggal 23 Desember 2024 tentang Pembatalan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1748 

Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Galon Bupati dan 

dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024, atas 

penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kapuas. [vide 

Bukti PK.24.14-29] 

2.Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas menemukan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan Nomor:

01/Reg/TM/PB/Kab/21.06/Xl/2024, [vide Bukti PK.21.14-30]

dan berdasarkan Hasil Kajian Panwaslu Kecamatan Selat

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

(Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara

(PTPS) TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat pada

tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya

menerangkan bahwa pelanggaran tersebut juga termasuk

dalam keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

[vide Bukti PK.21.14-31 ]. Bawaslu Kabupaten Kapuas

menyusun kajian dugaan dan meneruskan rekomendasi

nomor: 371/PP.01.02/K.KH-05/12/ 2024 tanggal 2 Desember

2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur pelanggaran

tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.21.14-32], dan

Panwaslu Kecamatan Selat mengeluarkan Surat Rekomendasi

Nomor: 001/PP.00.01/K.KH-05-01/11/2024 tanggal 27

November 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan

untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 04

Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat. [vide Bukti

PK.21.14-33] Bawaslu Kabupaten Kapuas mengawasi

pelaksanaan tindak lanjutnya oleh instansi yang berwenang,

dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kapuas Nomor:

232/Pid.Sus/2024/PN Klk, menjatuhkan pidana penjara selama

24 (dua puluh empat) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.

24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
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pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. [vide Bukti PK.24.14-

34]Berdasarkan Surat KPU Kabupaten Kapuas Nomor:

612/PP.09.1-SD/6203/1/2024 pada tanggal 30 November 

2024, di TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat 

dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 1 

Desember 2024 [vide Bukti PK.24.14-35]; 

3.Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas menemukan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan Nomor:

02/Reg/TM/PB/Kab/21.06/Xl/2024 [vide Bukti PK.21.14-36],

dan berdasarkan Hasil Kajian Panwaslu Kecamatan Selat

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

(Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara

(PTPS) TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat pada

tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya

menerangkan bahwa pelanggaran tersebut juga termasuk

dalam keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

[vide Bukti PK.21.14-31] Bawaslu Kabupaten Kapuas

menyusun kajian dugaan dan meneruskan rekomendasi

nomor: 372/PP.01.02/K.KH-05/12/2024 tanggal 2 Desember

2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur sebagai

pelanggaran tindak pidana Pemilihan, [vide Bukti PK.21.14-

37]dan Panwaslu Kecamatan Selat mengeluarkan Surat

Rekomendasi Nomor: 001/PP.00.01/K.KH-05-01/11/2024 

tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya 

merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang 

pada TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat. [vide 

Bukti PK.21.14-33] Bawaslu Kabupaten Kapuas mengawasi 

pelaksanaan tindak lanjutnya oleh instansi yang berwenang, 

dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kapuas Nomor: 

231/Pid.Sus/2024/PN Klk, menjatuhkan pidana penjara selama 

24 (dua puluh empat) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 

24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan 

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 

pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. [vide Bukti PK.24.14-

38]Berdasarkan Surat KPU Kabupaten Kapuas Nomor:

612/PP.09.1-SD/6203/1/2024 pada tanggal 30 November 

2024, di TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat 
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dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 1 

Desember 2024 [vide Bukti PK.24.14-35]. 

B.Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan

yang Dimohonkan

1.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten

Kapuas sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

Pengawasan (Formulir Model A) Nomor:

133/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang

pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administrasi

pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten

Kapuas [vide Bukti PK.24.14-2];

2.Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas menemukan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan Nomor:

04/Reg/TM/PB/Kab/21.06/Xll/2024, yang pada pokoknya

ditemukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan

dengan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati terpilih 2024-2029 sebelum adanya pemberitahuan dari

Mahkamah Konstitusi (MK). [vide Bukti PK.24.14-27]

2.1. Bawaslu Kabupaten Kapuas menyusun Kajian Dugaan

Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 

04/Reg/TM/PB/Kab/21.06/Xll/2024 tanggal 18 Desember 

2024, yang pada pokoknya memenuhi unsur 

2.2. 

pelanggaran administrasi Pemilihan [vide Bukti 

PK.24.14-39]; 

Bawaslu Kabupaten Kapuas mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 

04/Reg/TM/PB/Kab/21.06/Xll/2024 (Formulir Model 

A.17) tanggal 18 Desember 2024, yang pada pokoknya

memenuhi unsur pelanggaran administrasi Pemilihan 

[vide Bukti PK.24.14-40]; 

2.3. Bawaslu Kabupaten Kapuas kemudian meneruskan 

Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kapuas 

Nomor: 481/PP.01 .02/K.KH-05/12/2024 tanggal 20 

Desember 2024, kepada KPU Kabupaten Kapuas yang 

pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Kapuas agar 

membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 1748 Tahun 
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pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Kapuas, Kepolisian 

Resor Kapuas, dan Kejaksaan Negeri Kapuas sepakat 

Laporan memenuhi syarat formal dan materiel [vide 

Bukti PK.24.14-41]; 

4.2. Bawaslu Kabupaten Kapuas menyusun Kajian Dugaan 

Pelanggaran Pemilihan Nomor: 

01/Reg/TM/PB/Kab/21.06/ Xl/2024 tanggal 1 Desember 

2024, yang pada pokoknya memenuhi unsur sebagai 

sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan [vide 

Bukti PK.24.14-42); 

4.3. Bawaslu Kabupaten Kapuas Bersama Sentra Gakkumdu 

Kabupaten Kapuas melakukan Pembahasan Kedua 

Temuan Nomor: 01 /Reg/TM/PB/Kab/21 .06/Xl/2024 yang 

pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Kapuas, Kepolisian 

Resor Kapuas, dan Kejaksaan Negeri Kapuas sepakat 

Temuan memenuhi unsur dugaan pelanggaran Tindak 

Pidana Pemilihan dan dilanjutkan ke Penyidikan [vide 

Bukti PK.24.14-43]; 

4.4. Bawaslu Kabupaten 

Pemberitahuan Status 

Kapuas mengeluarkan 

Temuan Nomor: 

01/Reg/TM/PB/Kab/21.06/Xl/2024 (Formulir Model 

A.17), tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya

memenuhi unsur sebagai tindak pidana Pemilihan [vide 

Bukti PK.24.14-44]; 

4.5. Bawaslu Kabupaten Kapuas kemudian meneruskan 

Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kapuas 

Nomor: 371/PP.01 .02/K.KH-05/12/2024 tanggal 2 

Desember 2024, kepada Kepolisian Resor Kapuas yang 

pada pokoknya memenuhi unsur sebagai pelanggaran 

tindak pidana Pemilihan dan dapat ditindaklanjuti ke 

tahap penyidikan [vide Bukti PK.24.14-32]; 

4.6. Bawaslu Kabupaten Kapuas Bersama Sentra Gakkumdu 

Kabupaten Kapuas melakukan Pembahasan Ketiga 

Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/21.06/Xl/2024 yang 

pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Kapuas, Kepolisian 

Resor Kapuas, dan Kejaksaan Negeri Kapuas sepakat 
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perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kapuas [vide 

Bukti PK.24.14-45]; 

4.7. Bawaslu Kabupaten Kapuas mengawasi atas 

pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran 

yang pada pokoknya berdasarkan putusan Pengadilan 

Negeri Kapuas Nomor: 232/Pid.Sus/2024/PN Klk, 

menjatuhkan pidana penjara selama 24 (dua puluh 

empat) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 

24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan 

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 

dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan [vide 

Bukti PK.24.14-34]; 

4.8. Berdasarkan Hasil Kajian Panwaslu Kecamatan Selat 

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 

(Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan 

Suara (PTPS) TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan 

Selat pada tanggal 27 November 2024, yang pada 

pokoknya menerangkan bahwa pelanggaran pada TPS 

04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat juga 

termasuk dalam keadaan untuk dilakukan Pemungutan 

Suara Ulang [vide Bukti PK.21.14-31]; 

4.9. Panwaslu Kecamatan Selat mengeluarkan Surat 

Rekomendasi Nomor: 001/PP.00.01/K.KH-05-

01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada 

pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan 

Pemungutan Suara Ulang pada TPS 04 Kelurahan Selat 

Utara Kecamatan Selat [vide Bukti PK.21.14-33]; 

4.10. Bawaslu Kabupaten Kapuas mengawasi atas 

pelaksanaan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Selat 

mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 

001/PP.00.01/K.KH-05-01/11/2024 tanggal 27 November 

2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kapuas telah 

melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 04 

Selat Utara Kecamatan Selat pada tanggal 1 Desember 

2024. [vide Bukti PK.24.14-35] 

5.Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas menemukan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan Nomor:
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mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 

001/PP.00.01/K.KH-05-01/11/2024 tanggal 27 November 

2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kapuas telah 

melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 04 

Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat pada tanggal 1 

Desember 2024. [vide Bukti PK.24.14-35] 

6.Bahwa Bawaslu kabupaten Kapuas menemukan dugaan

Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan

Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/21.06/Xll/2024, yang pada

pokoknya ditemukan dugaan pelanggaran kode etik

Pemilihan yaitu tidak mengindahkan saran perbaikan yang

disampaikan Bawaslu Kabupaten Kapuas pada saat

Pemungutan Ulang (PSU) dengan memperbolehkan 2 orang

pemilih yang dikategorikan sebagai Daftar Pemilih

Tambahan (DPK) menggunakan E-KTP sementara pemilih

tersebut tersebut tidak terdaftar pada Pemilih Tambahan

(DPK) di TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat

pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024

dan dengan hasil pencermatan ternyata pemilih tersebut

sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Kelurahan Selat

Utara Kecamatan Selat pada tanggal 27 November 2024

serta mengakibatkan pemilih tersebut terancam dugaan

tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.24.14-51].

7 .1 Bawaslu Kabupaten Kapuas Menyusun Kajian Dugaan

Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Nomor 

03/Reg/TM/PB/Kab/21.06/Xll/2024 tanggal 15 

Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi 

unsur dan terbukti sebagai Pelanggaran Kode etik 

Penyelenggara Pemilihan Umum [vide Bukti 

PK.24.14-52]; 

7 .2 Bawaslu Kabupaten Kapuas mengeluarkan 

Pemberitahuan Status T emuan Nomor: 

03/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI 1/2024 tanggal 15 

Desember 2024, yang pada pokoknya diteruskan ke 

DKPP, terpenuhi unsur pelanggaran Kode etik 

Penyelenggara Pemilu berdasarkan pasal 6 Ayat (3) 

huruf a, huruf c dan huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 
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sejumlah 339 orang dan yang tercantum pada dokumen 

C.Hasil Salinan sejumlah 340 orang [vide Bukti PK.24.14-

55]; 

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan

Mand au T alawang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

Pengawasan (Formulir Model A) Nomor:

010/LHP/PM.01.02/Kec.MandauTalawang/11/2024 tanggal 29

November 2024, yang pokoknya menguraikan bahwa

ditemukan kekeliruan pengisian jumlah pengguna hak pilih

DPT pada TPS 1 Desa Tanjung Rendan Kecamatan Mandau

Talawang yang seharusnya berjumlah 339, namun tertulis 340

pada dokumen C-Hasil dan C.Hasil Salinan, karena terdapat

data 1 orang pengguna hak pilih Pemilih Tambahan (DPK)

yang masuk dalam data pengguna hak pilih DPT. Kekeliruan

tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi

tingkat Kecamatan Mandau Talawang [vide Bukti PK.24.14-

56];

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat

Pemungutan Suara (PTPS) TPS 1 Desa Masaha Kecamatan

Mandau T alawang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

Pengawasan (Formulir Model A) tanggal 27 November 2024,

yang pada pokoknya data jumlah pengguna hak pilih DPT

yang menandatangani daftar hadir sejumlah 209 orang dan

jumlah seluruh pemilih DPT yang hadir 208, serta yang

tercantum pada dokumen C.Hasil Salinan sejumlah 208

orang. Berdasarkan hasil pencermatan pada dokumen salinan

daftar hadir DPT, terdapat 2 tanda tangan yang serupa pada

baris nomor urut 42 dan baris nomor urut 43 [vide Bukti

PK.24.14-57];

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat

Pemungutan Suara (PTPS) TPS 2 Desa Balai Banjang

Kecamatan Pasak T alawang sebagaimana termuat dalam

Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) tanggal 27

November 2024, yang pada pokoknya data jumlah pengguna

hak pilih DPT dan yang menandatangani daftar hadir

sejumlah 127 orang dan yang tercantum pada dokumen
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C.Hasil Salinan sejumlah 127 orang [vide Bukti PK.24.14-

58]. 

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Kapuas yang dibuat dengan 

sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 13 Januari 

2025. 

Hormat Kami, 

Bawaslu Kabupaten Kapuas, 

Anggota 

Hanif Syazali, S.H 

Anggota 

Anggota 

Rusman, S.Pd.l 
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